BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere
berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut
Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau
politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.??
Dalam Kamus Al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: risywah,
khiyanat, fasad, ghuldl, suht, bathil.?® Sedangkan dalam Kamus Al-Bisri kata
korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: risywah, ihtilas, dan fasad.?*
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah
berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya,
dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau

orang lain.?®

22 Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap
Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo
Semarang, 2009, hal. 14.

23 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir
Krapyak, Yogyakarta, 1984, hal. 537, 407, 1134, 1089, 654, 100.

24 Adib Bisri dan Munawir AF, Kamus Al-Bisri, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, hal. 161

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1995, hal. 527
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B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi
Jenis-jenis Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam pasal-pasal
berikut:
Pasal 2

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi
dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau

Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
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9tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 23
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau
Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda
paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemebrantasan Tindsk Pidana Korupsi jenis-jenis korupsi sebagai berikut:

Menurut Alatas (1987) dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh
jenis yang berlainan, yaitu:2®
1. Korupsi transaktif (transactive corruption), menunjuk kepada adanya

kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan

kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (extortive corruption), menunjuk adanya
pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah

kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal

yang dihargainya.

26 Muhammad Shoim, op.cit., hal. 17
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3. Korupsi investif (investive corruption), adalah pemberian barang atau jasa
tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain
keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.

4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption), adalah penunjukan yang
tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan
dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa
secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi defensive (defensive corruption), adalah korban korupsi dengan
pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

6. Korupsi otogenik (autogenic corruption), adalah korupsi yang dilakukan
oleh seseorang seorang diri.

7. Korupsi dukungan (supportive corruption), adalah korupsi yang dilakukan
untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan
dalam tiga bentuk:?’

1. Graft, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena
mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan
wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.

2. Bribery (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang melibatkan
orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan

maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan

27 1bid, hal. 18-19
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atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi,
penyuap atau penyogok.

3. Nepotism, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan
keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi
didasarkan atas pertimbangan “nepotis” dan “kekerabatan”.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi
dua yaitu:

1. Korupsi individualis, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu
atau beberapa orang dalam suatu organisasi atau kelompok dan
berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku
korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan
bahkan diakhiri nasib karirnya.

2. Korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar
(kebanyakan) orang dalam suatu organisasi atau kelompok (melibatkan
banyak orang).?®

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan
memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang
sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak
pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang

No0.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa

28 1bid, hal. 19-20
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Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000
(satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa
dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang
dimaksud dengan ‘“keadaaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan
yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan pada dana
yang digunakan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan Krisis
ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur
tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.
Dimana  korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-undang No.31
tahun1999 pasal 1 ayat (1).

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan
dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-

undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang
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hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas
berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1)
suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang
No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara
melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat
jelas merugikan Negara.

4. Suatu tindakan seseorang yang berniat menguntungkan dan atau
memperkaya diri sendiri serta mengambil dan dapat merugikan
keuangan Negara.

Adapun beberapa yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi

terkait kata dapat dalam Undang-Undang Tindak Pidanan Korupsi.
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Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, menyatakan, “kerugian negara atau
daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perubahan yang melawan hukum baik sengaja
maupun lalai”’. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kerugian negara itu
harus nyata dan pasti jumlahnya dan terjadi sebagai akibat perbuatan melawan
hukum. Adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR
menimbulakan ketidak pastian hukum karena adanya pertentangan antara satu
Undang-Undang dengan undang-undang yang lainnya, sehingga melanggar
prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945.

PETITUM (Putusan Mahkamah Konstitusi)
Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka Pihak Terkait
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang mUlia agar

berkenan memebrikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi”
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
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3. Menyatakan kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu
korporasi”dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidanan Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

MENGADILI (Putusan Mahkamah Konstitusi)

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembafran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya;
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D. Syarat-syarat Pemidanaan
1. Unsur Perbuatan (Feit)

Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana.
Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan
yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan atau feit tidak melihat
pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) semata, dan tidak
termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (nalaten). Pengertian
yang sebenarnnya dalam istilah feit adalah termasuk baik perbuatan aktif
maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan
yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia,
misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP).
Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu
bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut
telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak
menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304
KUHP). Dengan demikian aturan, mengenai tindak pidana mestinya
sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan.
Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara
perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan
lain diluar kategori tersebut. Adanya aturan mengenai tindak pidana dapat

dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh
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dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang
tidak boleh dilakukan.
2. Unsur Pembuat (Dader)

Unsur pembuat (dader) adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana, dan termasuk
didalamnya vyaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.?®
Unsur pembuat merupakan salah satu syarat pemidanaan bagi pelaku
tindak pidana yang melakukan kesalahan baik itu kesengajaan (dolus) atau
kealpaan (culpa).

Telah dikatakan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana tidaklah
mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.
Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat
tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tidak dapat dipersamakan
dengan pelaku materil (pleger) tetapi pembuat (dader). Oleh karena itu,
apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang
melakukan tindak pidana (pelaku), atau orang-orang lain yang ada kaitan
dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan penetapan
tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban
pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya
subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidak mungkin
orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya

yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin

2% Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta. Him 23
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memasukkkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan
sebagai tindak pidana) “hubungan tertentu” seseorang dengan orang lain
yang melakukan tindak pidana. Dipidananya menyuruh melakukan
(doenpleger) dan penganjur (uitlokker) tindak pidana, sebagaimana
dimaksud, Cuma karena mempunyai “hubungan tertentu” dengan pelaku
materil (pleger).®® Pemidanaan terhadap mereka yang menyuruh
melakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi
melalui penetapan undang-undang. Baik penyuruhlakukan maupun
penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan
pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan
anjurannya seseorang melakukan tindak pidana. Mereka semua dipandang
sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya

ditujukan terhadap perbuatannya itu.3!

E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana

adalah Tiada Pidana jika tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus

non facit reum nisi mens sistrea). Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis,

tetapi asas ini dianut dalam penerapan hukum di Indonesia.*? Banyak tulisan

yang membicarakan tentang syarat-syarat dari mampu bertanggungjawab atau

tidak mampu bertanggung jawab, syarat utamanya adalah bahwa telah

%0 pasal 55 KUHP
31 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta. HIm. 24
32 | eden Marpaung, 1991, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum, Jakarta. Sinar Grafika,

, hal. 3
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dilakukan suatu perbuatan pidana.®® Dalam kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) tidak ada Kketentuan tentang arti kemampuan
bertanggungjawab, hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung
jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena
jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak
dapat dipidana.” Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian
juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan
itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuaan
pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.
Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah
melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana.
Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan
dasar daripada dipidananya si pembuat.3* Pertanggungjawaban pidana adalah
sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang

melakukan pidana atau tindak pidana.®

33 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara
Baru hal. 32.

3 Op.Cit., hal. 75

% Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
1983. Hal 75
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F. Jenis-Jenis Pidana.

Kitab Undang Hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana
yang termasuk dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok
dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana
tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;

3. Pengumuman Putusan Hakim.3®
Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis

pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara

jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai
berikut :

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif),
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. Apabila dalam
persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum
menurut hakim telah terbukti secara sah dan menyakinkan, hakim harus

menjatuhkan satu jenis pidana pokok sesuai dengan jenis dan batas

% |bid. HIm. 27-28
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maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang diancamkan
(imperatif). Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap
rumusan tindak pidana, di mana didalam rumusan kejahatan maupun
pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu jenis
pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana
pokok yang lain), dan (b) tindak pidana yang diancamkan dengan dua atau
lebih jenis pidana pokok, di mana sifatnya alternatif. Artinya hakim harus
memilih salah satu saja. Sementara untuk menjatuhkan jenis pidana
tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif).

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan
jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana
tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok. Sesuai
dengan namanya pidana tambahan penjatuhan jenis pidana tambahan tidak
dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok. Melainkan hanya dapat
dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah
menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang
diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya jenis pidana
tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis
pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok.
Sementara jenis pidana pokok dapat berdiri sendiri tanpa harus dengan

menjatuhkan jenis pidana tambahan.®’

37 p.A.P. Lamintang, 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung. HIm. 47
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Berdasarkan penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
Pasal 17
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Pasal 18

(1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan
barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak
pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan
barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi. c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan Seluruh atau sebagian
hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
terpidana.
(2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
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harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak
melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah

ditentukan dalam putusan pengadilan.
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